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PEMERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
IDINAS PDNI}TDTKAN DAN KEBIIDAYAANI

|1. H. Agus Salim - painan Telp (0756) 21602

suRtrT pEnlfiilIItril PEMBERTIIN BrrtTutrru
IDtrITf, IILOKtrSI KHUSUS FISIK

IGEIATAII:

PEMBANGT'NAN/REHABILITASI GEDTING DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOIIU MENENGAH PERTAMA (DAK REGULER 2O2O)

Antara

EIIERIIIIAH IIAERAH IOBUPAIEII HS$R SEUTA}I

dengan

IGFAI.A ffiIOtAH STISI Z RA}IAH ESI$R

Nomor

Tanggal

: 23 I lrt I SAR| RASi DAK.PSMP/SU'K/ DpK-pS I 2o2O
: O2APRIL2O2O

E lgr'ini Kamis

Hrif :

L iHna

L Jabatan

3. Ahmat

kna
Eatan
Ahmat

: MJABS.Pd

: Kepala UPT SMpil 2 Ranah pesisir

: Jl.Muaro Pandan Sungai Tunu

tanggal Duabulan Aprtlioahun Dua n'bu dua puluh, Kamiyang berianda tangan di

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - painan

untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan
disebut Pfi0AKPERTAMA

t-

L

3.

dan atas nama jairatan tersebut diatas berdasarkan Surat K€putusan Bupati pesisir selatan No.
2019Tanggal30 Deember 2019 yang selanjutrrya disebut prttAKKEDttA.

PERTAMA dan PrHAK NEDUA secam bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari
mnnya hal-hal sebagai berikut :

L Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara tain mengamanatkan :

> Pasal ll ayat (l) : Pernerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberilon layanan dan
kernudahan serta menjamin tersetenggamnya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
nqlara tanpa diskiminasi;



Nunor SPPB
T*nggal

: 23/tVtS ARPRAS/D AKP SMP/SI tr,/DpK-p SQUO
:02Apfl2020

Pasal 45 ayat (1) : sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dan non formal menyediakan samna dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisilg kecerdasan intelektual, sosial,
emosional, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal z16 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungiawab bersama anhra pemerintah,

Pemerinhh daerah dan masyaraka!

D Pasal 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasbna!, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerinbh provinsi, lGbupaten/Kota
mdakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk
nenunjang pross pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

Bahwa Peraturan Presiden Repubiik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
Enhng Peiunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola
yarq ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima atokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonsia No. 1l Tahun 2020
Targgal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fsik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

Bahwa untuk peningkatan prasaftlna pendidikan disedialon anggaran melalui Dokumen
Fdaksanaan Anggar:an (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Selolah Menengah pertama (DAK Regule r 2OZo);

ii menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketenhran-ketentuan
seperti dalam pasaFpasaldi bawah ini :

PabrianButuan



NanorSPPB
Tatggal

: 23/(V/SARPMSPAKPSMP/SUTKDPK-P S2@O
:42Apfl2020

Pasal I
Maksud dan Tujuan

ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
rrt mendanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang sekolah Menengah
kln dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan pEsarcna pendidikan sesuai dengan standar nasional

Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam p,qB &
serh bertanggunqiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

pasal 2

Ungkup pekerjaan

Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk
pekerjaan pembangunan/rehabilihsi prasarana pendidikan pada strlpN 2 Ranah pesisir

L Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru,

Pasal 3

Jangka Wairtu pelaksanaan

hdB waktu pelaksanaan sebagaimana dimekud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari
Bder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 di
Ehrffrg PIHIIK lcDUA.

'EUI( 
IGDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling

htat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
dihn Tahun Anggaran 2O2O di rekening PIHAK |GDUA.

&naan kegiatan sebagaimana dirnaksud datam Pasat 2 paling lambat pada tanggal 30 Desemberut

pasal 4
Prinsip-Prinsip pekerjaa n

dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

&rnan dikerjalon dengan mekanisme swaketola,

lk4an asas efeKifitas, efisiensi, banspamnsi dan akuntabiritas,
lurgEnaan part:sipasi masyamkat daram pengetotaan kegiatan,

sinalisasi kualihs pekerjaan dengan barang yang dihasirkan,

Peatfufian Bantuaa
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L 7[t t( PERTAHA :

a) i'lenyalurkan dana dengan segerc ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan
mdalui satuan Kerja Peranglot Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan
*bagaimana dimakud dalam pasal 3.

b! Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di ungkat
Kabupaten.

G) l'letnberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang
kndiJikan.

{ lthksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

EllI( KEDUA :

e! Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
Snn pendidikan (Sekolah).

bf l{enrbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2s) ditingkat Satuan pendidikan (sekolah).
C Hdaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada prHAK

ETAilA.
o lEcatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada prHAK

PERTAIIA.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

lkEan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut:
;$At( IGDUA daiam metaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekotah, komite dan masyarakat
d'agqi @ian integral manajemen berbasis sekolah,

'Elnr 
IGDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis&l khrnjuk operasionat DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkaib

Elll( IGDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelat<sanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan
hnG PIHAK PERTAMA,

Erlf XEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PrHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,
hmn kenajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,
fux (EDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran datam buku kas serta
Fpomn keuangan dari hasil pekerjaan,

Ellf rEDuA berkewajiban memungut dan sekatigus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan
&naan pekerjaan serta menyimpan bukti-bukti setoran dan raktur pajak sesuaidengan perafuran
1ltuEg-undangan,

fufutimBa*at
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l tlllAl( XEDUA berkewajiban metakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAMA yang
finngkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L ?!HAK XEDUA wajib menyimpan seturuh dokumen petaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
lnggaran 2020,

t tlrllAl( IGDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seturuh dana DAK Fisik Btdang
kndidikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemerilsaan

I tbhm pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga
Failftator yang merupakan unsur individu yang ahri dibidangnya,

tr' EIIAI( PERTAMA mempunyai hak untuk menolak seUap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
Henfu an pelaksanaannya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

L Dffi Fbik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
rDt A sebesar Rp. 50.000.00Q- (Lima putuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Rehabilitasijamban siswa/guru = Rp. 50.000.000,_

z [tsla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pbsal2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

funnran penyaturan dana sebagaimana dimaksud datam Pasal I ayat (l) sebagai berikut :

L rdnp I z 25vo (Dua puluh tima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola setelah perjanjian ini
Gtdatangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui prHAK PERTAMA,

TdEp fr':45o/o (Empat putuh Iima perserahrs) dari keseluruhan dana swaketola apabila pekerjaan telah

-mpai bobot 200/6 (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
tsriaan,

TCEp III : 30o/o fliga puluh pelseratus) dari keseluruhan dana

-cpai bobot 65% (enam puluh tima perseratus), dilengkapi

bmjmn pekerjaan.

swakelola apabila pekerjaan telah

dengan dokumentasi dan progress

Fenberfum Bantuon
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Tanggal
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Fnbffiran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

Hna Rekening :

lkmr Rekening : 19O2.O210.06933-5

tfna Bank : Bank Nagari Cabang pembantu Air Haji

Pasal lO

Force Majeure

fue Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat
flSdarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana
&n, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

fFbfila terjadi force majeure maka PIHAK IGDUA segera memberitahukan kepada pIHAK
,CilTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
tsrpdinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak benruenang.

&rdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK XEDUA sebagaimana ,vang dimakud dalam avat (2)
* PrHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambi! keputusan, menyetujui
ehr rnenolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

ffah prermohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan
fr*an perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

&ttila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat
dgmakan untuk menambah votume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,
& $sa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
fisebYtan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

'Duf 
XEDUA wajib membuat laporan secam berkala mengenai pelakanaan pekerjaan / kemajuan

@inn kepada PIHAK PERTAUA.

t[l f XEDUA wajib menrbuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan
rqrta kdenglopan adminisfiasi lainnya pada tahapan peneiran dana.

PafurkatBantuun
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3' Lpran pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh pIHAK KEDUA kepada PIHAK
EtTAlul selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan
phrjaan, dilampiriantara lain :

a) Beita Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungiawaban keuangan sepefti : kwitansi/ faKur setiap pembelian barang dan bukti
pengeluaran lainnya,

c) Bnkti setoran pajalt

d) Brrkti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanl<si

L rpdila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari
krtuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka prHAK PERTAMA
sEazr sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

e knrhrsan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (r) diatas maka prHAK

-pembalikan 
seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi

Etsntran perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Htn Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua betah pihak di painan, pada hari dan
EIgd Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat datam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

KEDUA wajib

sesuai dengan

PIHAK KEDUA,
Eala UPTSMPN 2 Ranah pesisir

r-,.

. . .:1RA'AB,S.Pd
t{p. 1961 1231 198403 t Z90

Painan, tanggal telsebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

Peilfurian Bantuan

2 001


